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Penelitian ini dilatar belakangi kondisi penghuni lapas yang melebihi
kapasitas lapas dimana hal ini terjadi pada sebagaian besar lapas di Indonesia dan
beberapa dari lapas tersebut telah mengalami kerusuhan. Kondisi ini sangat
menghawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi.
Dampak kelebihan kapasitas juga memiliki  potensi  besar untuk mengganggu
proses pembinaan yang terjadi di dalam lapas, sehingga tujuan dari pembinaan
untuk Narapidana menjadi tidak maksimal.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana jenis
penelitian ini adalah deskriptis analitis bersifat deskriptif yang menggambarkan
suatu peristiwa hukum dan di pihak-pihak mana yang hukum dan mana yang
bukan hukum. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data kualitatif.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berpikir deduktif-induktif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa over capacity terjadi karena laju
pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Selain
itu tampaknya terdapat berbagai faktor pendorong lain untuk terjadinya over
capacity paradigma atau hukumnya itu sendiri yang cenderung berorientasi pada
pidana institusional (penjara). Solusi over capacity Narapidana dalam lapas dalam
upaya optimalisasi pembinaan Narapidana antara lain  dengan  beberapa upaya
yang   bersifat non institusional,   berupa pidana bersyarat, pidana yang
ditangguhkan, kompensasi, dan asimilasi keluar. Tujuan asimilasi adalah
mempersiapkan Narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat
yang baik, sekaligus berupaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas.
Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lapas Terbuka Jakarta mengalami
beberapa kendala di dalamnya, yaitu kesulitan mengurus prosedural asimilasi,
kurangnya dana dan tenaga ahli, dan kurangnya pihak ketiga (swasta) untuk
menampung Narapidana, dan adanya pengaruh buruk dari masyarakat terhadap
Narapidana.
Kata kunci : over capacity, Narapidana, Asimilasi
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bertitik tolak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun
1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa : Sistem pemasyarakatan
adalah sebagai suatu wahana dan tatanan serta cara pembinaan berdasarkan
Pancasila yang dilasksanakan secara terpadu antara petugas sebagai pembina,
yang dibina dan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup
warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri
dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum sehingga pada
akhirnya mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarkat dapat aktif
dan produktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung jawab.1
Sejalan dengan pandangan Dr. Saharjo, SH tentang  hukum sebagai
pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidan dengan cara
pemasyarkatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut
kemudian disempurnakan oleh keputusan konsepsi Dinas para pemimpin
Kepenjaraan pda tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan
pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem Pemasyarakatan.
Penjara di Indonesia pada awalnya sangat berbeda seperti yang ditemui
sekarang ini. sejarah panjang penjara dan perlakuan terhadap orang-orang
hukuman di Indonesia telah terlepas dari perkembangan penjara di belahan
1Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Undang-
Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan.
3bumi ini lainnya dan telah ada beberap ratus tahun yang lalu pada awalnya
sangat buruk.2
Sejarah pemidanaan, terutama pidana penjara telah berkembang sejalan
dengan perkembangan masyarakat dari abad ke abad. Keberadaannya banyak
dan seringkali diperbicangkan  oleh  para ahli. Jika diamati dan dilihat dari
aspek   perkembangan masyarakat manusia, pertanyaan   dan   perdebatan
mengenai masalah ini adalah hal yang sangat wajar dan logis, karena manusia
ingin selalu berupaya untuk memperbaiki berbagai hal untuk meningkatkan
kesejahteraan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau serta
mem-bandingkannya melalui pangamatan dan analisis yang kritis.
Berbagai pertanyaan atau perdebatan para ahli mengenai pidana penjara
dan pelaksanaannya buka saja pada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana
seharusnya pidana penjara dilaksanakan, tetapi pertanyaannya yang juga sering
muncul mengenai hakikatnya pidana tersebut.
Pertanyaaan tersebut selalu ingin dijawab dan diaktualisasikan agar
manusia dapat menemukan cara dan metode yang lebih baik dalam
pelaksanaan pidana penjara. Sejalan dengan perkembangan jaman dan ilmu
pengetahuan tujuan  pemidaan  di Indonesia pun  bergeser  dari yang semula
sebagai pembalasan dan dendam, dan penjeraan, menuju keara pemidanaan
2Sejarah penjara dan perlakuan bagi pelaku kejahatan, dipelopori dari berdirinya rumah
pendidikan di  kota London, yaitu : rumah  kerja tahun  1557, adapun falsafah pendirian
bangunan tersebut ialah dengan dikiirimkannya mereka ke rumah-rumah kerja, mereka akan
dapat dicegah dari hidup yang tidak bertujuan dan bermalas-malasan. Melalui paksaan untuk
bekerja keras dan diberikan tugas-tugas yang berat. Disana terdapat ruangan untuk memintal,
pertukangan gudang gandum, dan tempat tidur sendiri dan membersihkan kamar sendiri. Para
narapidana diberi upah untuk hasil kerja mereka secara perlahan-lahan. Dalam tahun 1957, 25
buah tempat semacam ini dilaksanakan di Bridewell, Barners & Teters, New Horizon In
Criminologi, disadur oleh Romli Atmasasmita, Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana,
Bandung : Alumni 1975, hlm. 25.
4sebagai proses re-integrasi. Tujuan pemidanaan adalah mengembalikan
narapidana ke tengah-tengah masyarakat.
Pembinaan ini diarahkan untuk mengembalikan narapidana ke tengah-
tengah masyarakat, dengan pandangan ini, pembinaan narapidana dilakukan
ditengah-tengah masyarakat. Pembinaan ini diharapkan akan mempermudah
proses penyesuaian diri narapidana dengan masyarakatnya setelah ia selesai
menjalani masa pidananya.
Adanya perkembangan-perkembangan baru dalam ilmu pengetahuan,
khususnya dalam ilmu-ilmu tentang human behaviour dan ilmu-ilmu sosial
mengakibatkan tergesernya kedudukan paham rehabilitasi sebagai tujuan
penjara dan digantikan dengan nama re-integrasi sosial.
Tujuan dari pola pembinaan menurut pola re-integrasi adalah
pemulihan kesatuan hubungan hukum ini mengandung unsur perdamaian yang
dapat terus berlangsung bukan merupakan perdamaian yang bersigat sementara
saha. Re-integrasi mempunyai tuuan perdamaian yang diusahakan melalui
proses interaksi antara pelanggar hukum dan masyarakat. Pola ini dimaksudkan
untuk menghilangkan atau memperkecil peranan diri terpidana secara
yustitusionalasisai melalui berbagai cara pembinaan terpidana di luar lembaga
pemasyarakatan sebanyak mungkin.
Secara filosofis, sistem pemasyarakatan sudah jauh lebih maju bila
dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang  hingga kini masih banyak
dianut di berbagai negara. Filosofi reintegrasi sosial mengharuskan
pemasyarakatan membina bukan menghukum serta proses pembinaannya
5berjalan dengan kerangka perlindungan hak-hak narapidana. Reintegrasi sosial
mengaharuskan pemasyarakatan untuk menyelenggarakan proses pembinaan
dengan keterlibatan aktif masyarakat.
Perkembangan filosofi ke arah “Community Based Correction” perlu
didasarkan dan dijelaskan proses pembinaan yang dilakukan di masyarakat itu
sendiri.3 Sejalan dengan filosofi “Comuunity Based Corrections” yaitu konsep
pemasyarakatan yang berkeinginan/tujuan yang luhur mendidik bagi
narapidana yang selam ini dianggap tersesat agar menjadi orang yang berguna
bagi bangsa dan negara.
Dan  dalam mewujudkan tujuan tersebut,  narapidana dan anak  didik
tidak hanya di didik dan diberi keterampilan saja, tetapi dibimbing untuk di
masyarakatkan, dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat. Sebelum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diberlakukan
di Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan pembinaan narapidana adalah
Reglemen Penjara (Gestichten Reglement 1917 Nomor  708), yang
menempatkan posisi narapidana sebagai objek yang sama sekali tidak
mempunyai tujuan pembinaan, semata-mata penjaraan (pembalasan).
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan sebagai wujud perbaruan di bidang hukum pidana, telah
membawa suasana baru dalam penegakan hukum pidana, tetapi dalam praktik
hukum sehari-hari menghadapi problem, yaitu bagaimana menumbuhkan atau
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan
3Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan
Comuunity Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Deepublish,
Yogyakarta 2015, hlm. 241.
6pidana sehingga masyarakat pidana sebagai pencari keadilan benar-benar
merasakan cita baru keadilan, merasa tenang dan merasa aman dan tentram.4
Dari beberapa hal yang telah penulis kemukakan di atas,
menggambarkan hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari perubahan tata
perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem
pemasyarakatan. Namun demikian, sampai saat ini peranan lembaga
pemasyarakatan senantiasa dihadapkan pada problema dilematis yang belum
terselesaikan.
Berbagai hambatan5 yang dihadapi belum mendapat kejelasan
antisipasinya. Fenomena tersebut jika tidak segera dicari alur permasalahannya
akan mengakibatkan gagalnya implementasi sistem pemasyarakatan sebagai
salah satu sub sistem nasional di bidang prevention of crime and the treatment
for the offenders.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan
No. Kp.10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan
sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat
tahap, diantaranya adalah sebagai berikut :
4Seperti tercermin pada ide dasar dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam penjelasan
umumnya pada huruf b memuat maksud pembaruan melalui Undang-Undang ini, yaitu
diusahakan tercantumnya dasar-dasar bagi penyelenggaran peradilan dan ketentuan pokoko
mengenai hubungan peradilan dan pencari keadilan (narapidana) yang sejiwa dengan Undang-
Undang Dasar 1945.
5 1) Lapas di indonesia mengalami kelebihan penghuni (Over Capacity).
2) Sarana dan prasarana masih belum mencukupi kebutuhan narapidana.
3) Lapas belum dapat menggolongkan narapidana dengan tahanan.
7Bertolak dari persoalan tersebut di atas proses pembinaan narapidana
dilakukan melalui empat tahap pembinaan, yaitu :6
1. Tahap awal yang dilaksanakan sampai dengan 1/3 masa pidananya.
2. Tahap lanjutan yang dilaksanakan antara 1/3 sampai dengan 1/2 masa
pidananya.
3. Tahap lanjutan yang dilaksanakan antara 1/2 sampai dengan 2/3 masa
pidananya.
4. Tahap akhir yang dilaksanakan antara 2/3 masa pidananya sampai dengan
narapidana yang bersangkutan bebas.
6Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. KP.10.13/3/1 tanggal  8 Februari  1965 tentang
Pemasyarakatan sebagai Proses.
II. PERANAN LAPAS TERBUKA DALAM UPAYA MENGURANGI DAN
MENGATASI FENOMENA OVERCAPACITY LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SERTA SOLUSI DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMBINAAN NARAPIDANA
A. Overcapacity Narapidana di Lapas Faktor Penyebab Implikasi Negatif
Akhir-akhir ini telah terjadi fenomena unik munculnya beberapa
kasus kerusuhan pada beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia selama
tahun 2010 seperti kasus kerusuhan di LAPAS Kelas I Tanjung Gusta, Medan
Sumatera Utara pada tanggal 11 Juli 2013,  di LAPAS Kelas II B Tulung
Agung, Jawa Timur pada tanggal 3 Agustus 2013,  di LAPAS Kelas II  A
Labuhan Ruku, Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2013. Fenomena ini
seakan menjadi trend yang semakin lama dapat diikuti oleh para warga binaan
di LAPAS lainnya secara terus menerus.
Hal-hal diatas tidak terlepas dan jumlah masing-masing lembaga
pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas yang memicu
pengulangan tindak pidana di dalam Lapas baik penganiayaan, pembunuhan,
perdagangan  dan  penggunaan  narkotika, dan sebagainya. Sebagai
perbandingan sebaiknya kita melihat data dari jumlah penghuni dan kapasitas
masing-masing Lapas tersebut, jumlah human di Lapas Tanjung Gusta per hari
ini (11 Juli 2016 adalah 2.600 orang, terdiri dari 2.594 orang napi dan 6 orang
tahanan. Jumlah itu melebihi kuota sampai 247 persen dari kapasitas maksimal
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lapas yang seharusnya hanya 1.054  orang.7 Total penghuni Lapas Tulung
Agung pada Juli 2016, mencapai 274 orang dengan kapasitas hanya 250 orang,
berdasarkan sistem database pemasyarakatan total penghuni Lapas Labuhan
Ruku pada Agustus 2016 mencapai 410 orang padahal kapasitasnya hanya 300
orang.8 Berkaca kasus diatas sebenamya pernah terjadi kerusuhan juga di
Lapas Kelas II A Denpasar pada 21 Februari 2012 lalu.9 Jika dilihat jumlah
penghuni dan kapasitas lapasnya memang mengalami overload. Hal ini
memperlihatkan bahwa kelebihan kapasitas Lapas merupakan salah satu faktor
kriminogen.
Sejalan dengan pernyataan di atas pada tahun 1963, sebagai Menteri
Kehakiman Sahardjo mengemukakan ide mengenai sistem pemasyarakatan
yang merupakan pembaharuan hukum terhadap pidana penjara. Sahardjo
menegaskan bahwa terpidana adalah   orang-orang tersesat serta perlu
dilindungi, dibina dan dijadikan. orang berguna bahkan menjadi aktif dan
produktif di masyarakat. Falsafah pemasyarakatan dari Sahardjo menghendaki
agar negara benar-benar melindungi orang hukuman selama menjalani
pidana.10 Usulan dari Sahardjo tersebut yang merupakan Kongres PBB I di
Tokyo pada tahun 1955 tentang The Prevention of Crime and The Treatment of
Offender yang menghasilkan “Standar Minimum Rules, for The Treatment of
7Kapasitas dan jumlah penghuni lapas Tanjung Gusta (online),
http://nasional.kompas.com/read/2013/07/12/0927195/Denny.Kapasitas.1.054.Orang.Lapas.Ta
njung.Gusta.Dihuni.2.600.Orang, diakses pada 1 Maret 2016
8Kapasitas dan jumlah penghuni lapas Tulung Agung dan lapas Labuhan Ruku
(online),http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db6lb880-6bdl-lbdl-
dd9l-313134333039/year/2013/month/7, diakses pada 1 Maret 2014.
9Kerusuhan LAPAS (online), http://news.okezone.com/read/2012/02/22/340/580102/
kerusuhan-1p-kerobokan-diawali-diblok-cl-dan-c2, diakses 4 April 2014.
10Petrus Irawan Panjaitan & Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan Pemikiran  Dr. Shahardjo
Mengenai Pemasyarakatan Narapidana (Jakarta: Ind. Hill Co., 2008).
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Offenders, sebelum diundangkan ke dalam UU No. 12/1995 telah diadopsi
melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun secara
empirik, sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia dengan mengganti
penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidaklah memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perubahan pola perilaku bagi pelaku pasca
putusan pengadilan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa dari 33
Kanwil Provinsi, 28 diantaranya mengalami over capacity tahanan atau
narapidana. Tempat penahanan yang secara khusus dinyatakan sebagai Rumah
Tahanan Negara (Rutan) masih tetap jumlahnya yaitu sebanyak 264. Namun
jumlah tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 291 rumah
tahanan.  Rutan tidak bertambah, justru  narapidana yang  bertambah. Sejak
tahun 2007 terdapat 86.550 narapidana  dan pada tahun 2013 meningkat
menjadi 108.143 narapidana. Data yang dirilis pada Mei 2016 oleh Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan jumlah warga binaan sebanyak 187.000 orang yang
menempati 477 Lapas dan Rutan seluruh Indonesia, namun pada Juni 2016
jumlah warga binaan seluruh Indonesia meningkat menjadi 193.800 orang.11
Data yang berbeda diungkapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui
Yasonna H. Laoly dimana pada Oktober 2015 jumlah narapidana, seluruh
Indonesia sebanyak 160.722 orang, namun pada April 2016 jumlah tersebut
meningkat menjadi 1. 80.000 orang. Artinya bahwa dalam jangka waktu dalam
11Sumber:http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-
lapasgorontalo-hanya-dijaga-8-petugas, diakses pada 26 Oktober 2016.
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jangka 6 bulan meningkat sebanyak 23.000 orang. Data menunjukan rata-rata
kenaikan tahun 2015 adalah 1.112 orang, dan tahun 2016 rata-rata kenaikan
adalah 1.805 per hari.12
Lapas Bengkulu dihuni 138.000 warga, binaan13 Lapas Teluk Dalam
dihuni 2.195 warga binaan dengan kapasitas 366 orang14, Lapas Gorontalo
dihuni 643 warga binaan dengan kapasitas 330 orang15, Lapas Medan dihuni
sebanyak 3.000 warga binaan dengan kapasitas 1.000 orang16, Lapas Gayo
Lues dihuni 93 warga binaan dengan kapasitas 65 orang, Lapas Blangkejeren
dihuni 130 warga binaan dengan kapasitas 65 orang,17 Lapas Pangkalan Bun
dihuni 550 warga binaan dengan kapasitas 280 orang18, Lapas dan Rutan di
Provinsi Lampung dihuni sebanyak 5.700 warga binaan dengan kapasitas 3.100
orang19, Lapas Paledang Bogor dihuni sebanyak 1.039 warga binaan dengan
kapasitas 634 orang,” Lapas Cipinang dihuni sebanyak 3.213 warga binaan
dengan kapasitas 1.300 orang20, Lapas Medaeng Jawa Timur dihuni sebanyak
12Sumber: http://obsessionnews.com/tiarapidana-meiiingkat-23-ribu-dalam-6-buian-lapas-
overcapacity/, diakses pada 26 Oktober 2016.
13Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/27/0ver-capacity-pemicu-utama-
rusuh-diI apas, diakses pada 26 Oktober 2016.
14Sumber: http://w-ww.tribunnews.com/dpr-ri/2016/08/03)/komiisi-iii-dpr4apas-teluk-dalam-
sangatover-capacity, diakses pada 26 Oktober 2016.
15Sumber: http://news.detik.com/berita/d-3224090/selain-over-capacity-643-napi-di-




OverCapacity-Hingga-Kreativitas-Karawang-30430, diakses pada 26 Oktober 2016.
18Sumber:http://ww-w.menaranews,com/lapas-pangkalan-bun-over-capacity/, diakses pada 26
Oktober 2016.
19Sumber:http://w-ww.wartalambar.com/2011/08/rutan-lapas-lampung-over-capacity.htmt,
diakses pada 26 Oktober 2016.
20Sumber: http://m.galamedianews.com/nasionalf/34368/defita-bidup-di-lapas-over-
capacityserba-sulit--.htmi, diakses pada 26 Oktober 2016.
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1.542 warga binaan   dengan kapasitas 504 orang21, Lapas Kelas IIB
Banyuwangi dihuni 842 warga binaan. dengan kapasitas 260 orang22, Lapas
Kelas IIB Nyomplong Kota Sukabumi dihuni sebanyak 403 warga binaan
dengan kapasitas sebanyak 200 orang,” kapasitas hunian Lapas dan Rutan di
Jawa Barat 15.217 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sebesar 2.957
orang atau 19,43%, antara lain Lapas Bekasi, Karawang, Cibinong, Bogor,
Subang, Bandung,  Cirebon, Tasikmalaya dengan tingkat kepadatan  75%
sampai 250%.23 Lapas dan Rutan  di seluruh Riau mengalami kelebihan
kapasitas mencapai 5.836 orang atau sebanyak 288 persen, yang terdiri dari 14
Rutan dan Lapas serta Rutan cabang di seluruh Riau dengan kapasitas 3.101
orang tahanan. Sedangkan tahanan yang eksisting mencapai 8.937 orang.24
Data tersebut baru sebagian yang Penulis tampilkan pada penulisan ini.
Dampak dari fenomena overcapacity tersebut adalah penambahan
biaya makan para warga binaan, dimana biaya makan yang dikeloarkan negara
bagi para narapidana mencapai Rp. 2,4 triliun dalam setahun. Hitungannya
uang makan Rp. 15.500 ribu orang per-hari25, serta penambahan bangunan
Lapas dan Rutan baru guna mengatasi overcapacity tersebut. Walaupun
merupakan solusi, namun bagi Penulis wacana penambahan Lapas dan Rutan
21Sumber:http://nasional.sindonews,com/read//917172/13f'mericum-ham-sebut-rutan-
cipinangover-kapasitas-1414616535, diakses pada 26 Oktober 2016
22Sumber:http-://www.lensaindonesia,com/2013/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-timur-
overkapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016.
23Sumber:http://www.lensaindonesia.com/2011/08/20/25-rutan-dan-lapas-jawa-fimur-oveT--
kapasitas.html, diakses pada 26 Oktober 2016.
24Sumber:http://www.mediaindonesia.com/news/read/62833Lapas-sukabumi-
overkapasilas/2016-08-22, diakses pada 26 Oktober 2016.
25Sumber:http://obsessiotinews.com/narapidana-meningkat-23-ribu-dalam-6-bulan-lapas-
overcapacity/, diakses pada 26 Oktober 2016
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baru bukanlah solusi yang tepat dan tidak menyentuh akar permasalahan dalam
hukum pidana dan sosial di Indonesia.
Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang, terjadi di
Belanda yang notabene adalah negara yang “memaksakan” paradignia, hukum
pidananya di Indonesia melalui kolonialisme,  dimana dalam setiap tahun
terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 0,9%, sehingga pada tahun 2016
memaksa Belanda harus menutup 5 (lima) Lapas yang  berakibat pada
pemecatan terhadap 1.900 karyawan Lapas. Bagaikan “lelucon”, terdapat 2
(dua) fenomena yaitu pertama, Belanda mencoba mencari solusi terhadap
karyawan PHK tersebut dengan cara menyewakan Lapas-lapas yang kosong
terhadap Belgic dan Norwegia; kedua, salah satu penjara paling keras di
Belanda yaitu Het Arresthuis di Roermond, dekat perbatasan dengan Jerman
kini malah sudah berubah bentuk. Bangunan yang dulu sangat ditakuti itu kini
sudah diubah menjadi hotel mewah. Kementerian Hukum Belanda menjelaskan
bahwa sistem hukum Belanda lebih fokus untuk tidak mendakwa kejahatan
yang tak menyebabkan korban, rehabilitasi, vonis pendek, program
keterampilan, dan pembauran kembali dengan masyarakat.26
Dua fenomena dart dua negara yang memiliki akar sistem, hukum
yang sama, namun memiliki budaya berhukum yang nampak jelas
perbedaannya. Indonesia sebagai negara yang menolak disebut sebagai negara
sekuler Walaupun juga tidak dapat dikatakan sebagai negara agama, oleh
26Sumber:http://internasional.kompas.coin/read/2016/03/23!11534721/Penjara.Kosong.
Melompong. Ribuan.Sipir.di.Belanda.Terancam.Nganggur., diakses pada 26 Oktober 2016
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karena mencantumkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang justru
menampilkan budaya berhukum yang jauh dart sila-sila Pancasila tersebut.
Peranan institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum
seringkali terpaku kepada redaksional pasal-pasal yang dimaknai secara kaku.
Kewenangan yang diberikan dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN)
pada institusi polisi dan jaksa dan dalam ranah kekuasaan kehakiman pada
institusi badan peradilan, tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal. Pola
pikir yang terpolakan berdasarkan pandangan legal positivisme, sehingga
membentuk perilaku  penegak hukum dalam memahami hukum dilakukan
secara linear, deterministik dan mekanistik. Penegakan hukum yang didasarkan
kepada retributive theory, sudah tidak selayaknya dipergunakan, khususnya
dalam upayaupaya mengembalikan religius magis masyarakat. Penerapan penal
mediation dalam proses penegakan hukum saat ini tidak dilandaskan kepada
ketentuan-ketentuan yang terukur dan jelas, akibatnya perkara yang diakhiri
dengan adanya perdamaian antara para pihak justru tidak menimbulkan
keadilan dan kemanfaatan bagi mereka.
Berkaitan dengan hal tersebut maka beberapa aspek yang berkaitan
dengan over capacity meliputi faktor penyebab, impllikasi negatif, serta solusi
dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana menjadi penting untuk
dibicarakan sebagaimana yang tersaji dalam penelitian ini.
B. Faktor Penyebab Over Capacity Narapidan dalam Lapas
Over capacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak
sebanding dengan sarana hunian lapas. Prosentase input narapidana baru
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dengan out put narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input
narapidana baru jauh melebihi out put narapidana yang selesai menjalani masa
pidana penjaranya dan keluar dari Lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang
menimbulkan banyaknya narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang
sangat pesat pada terjadinya tindak pidana seseorang narapidana pada
hakikatnya karena seseorang narapidana yang masuk dalam penjara akan
dihadapkan   pada dua alternatif. Alternatif pertama adalah masuk atau
mengikuti aturan  petugas yang  berarti mengalami perampasan  dengan  rasa
penderitaan yang   kuat. Alternatif kedua adalah masuk dalam budaya
masyarakat narapidana yang berarti mengurangi penderitaan atas perampasan
yang di alami.
C. Solusi Overcapacity Narapidana dalam Lapas sebagai Upaya Optimalisasi
Pembinaan Narapidana
Beberapa kebijakan dalam rangka mengurangi overcapacity
tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pembuatan
kamar baru, rehabilitasi bangunan hingga pembangunan Lapas baru yang
mempunyai tujuan utama menambah daya tampung  napi. Meski demikian
upaya tersebut tampaknya tidak signifikan mengatasi overcapacity mengingat
penambahan jumlah napi yang masuk masih jauh lebih banyak dibanding
penambahan ruangan maupun napi yang keluar. Apalagi pembangunan Lapas
baru selain membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun juga membutuhkan biaya
besar. Secara normatif terdapat kebijakan melalui Peraturan Menteri
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Dephukham yang tertuang dalam Permen Dephukham No. M.2.PK04-10
Tahun 207 dilakukan penyerderhanaan tata pemberian hak-hak napi.
Diantaranya penyederhanaan persyaratan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat,
dan cuti menjelang bebas.
Beberapa tindakan yang bersifat non-institutional antara lain pidana
bersyarat, probation, pidana yang ditangguhkan, kompensasi, restitusi dan
sebagainya.27 Dalam perkembangan yang terkini melalui model restorative
justice tampaknya dapat mengurangi populasi napi dalam Lapas dan aspek
keadilan tetap dapat tercapai dengan baik.





1. Lembaga Pemasyarakatan sudah berperan dalam melaksanakan ketentuan
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam hal
melaksanakan pembinaan dan pembimbimngan terhadap Warga Binaan
Pemasyarakatan. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi prgoram
pembinaan Kepribadian dan pembinaan Kemandirian. Program yang
dilaksanakan meliputi program pembinaan kepribadian yang menekankan
kepada aspek perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik,
meliputi : pembinaan Ketaqwaan kepada Tuhan YME, pembinaan
Kemampuan Intelektual, pembinaan Jasmani, dan pembinaan Kesenian dan
Rekreasi. Sedangkan program pembinaan Kemandirian merupakan
pembinaan yang menekankan kepada   peningkatan keterampilan dan
keahlian sebagai bekal mata pencaharian warga binaan setelah habis
menjalani masa pidana, yaitu meliputi program-program : usaha mandiri,
usaha industri dan agrobisnis.
Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya proses penegakan hukum
pidana diubungka dengan tujuan pidana adalah bahwa untuk membina para
warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan untuk menembalikan warga
binaan di dalam masyrakat. Namun yang menjadi tantangan  dewasa ini
adalah sejauhman peranan lembaga pemasyrakatan berfungsi secara efektif
dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan. Persoalan ini
tergantung dari daya dukun tersedia sehingga jaminan untuk
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menjalani pembinaan secara tertib, sehingga harapan untuk meningkatkan
perubahan mental dan keterampilan secara bertahap dapat terwujud. Dengan
dilaksanakannya sistem pemasyarakatan, maka disamping mengembalikan
narapidana ke dalam juga berfungsi pencegahan terhadap kejahatan. Tapi
mengapa masih banyak  napi yang kembali masuk lagi ke dalam lapas?
Namun hal demikian tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku
kejahatan. Kenyataannya setelah mereka bebas masih saja kerap melakukan
lagi pelanggaran dan tindak pidana. Hal ini dikarenakan pembinaan
Narapidana di Lapas dirasakan masih belum optimal dikarenakan masih
banyak terjadinya penyimpangan yang terjadi di dalam Lapas. Beragam
persoalan muncul, mulai dari jumlah  narapidana yang jauh melebihi
kapasitas lapas, terungkapnya kasus penyalahgunaan narkotika di dalam
lapas, pemberian fasilitas penjara mewah terhadap narapidana tertentu,
praktek  korupsi berupa pemerasan  dan pungutan liar juga pungli yang
diduga dilakukan oleh oknum petugas Lapas, juga dengan seringnya terjdai
para warga binaan pemasyarakatan yang melarikan diri dari Lapas,
membuat problematika ini semakin rumit. Sehingga pembinaan diduga
menjadi tidak terarah, dan terkesan hanya menitikberatkan pada pelaksanaan
pembinaannya saja, bukan agar tujuan dari pembinaan itu tercapai. Hal ini
disebabkan karena kurangnnya pengawasan yang dilakukan oleh Kalapas
kepada bawahan-bawahannya dan adanya faktor masalah jurang
pemisah/strata sosial dan ekonomi yang menyebabkan Petugas Lapas
tersebut melakukan penyimpangan  di Lapas.
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2. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan untuk mengurangi penghuni Lapas (overcapacity)
Pemikiran Sahardjo untuk memperbaiki nasib orang-orang hukuman
ternyata tidak cepat didukung oleh Pemerintah. Hal itu terbukti dari, kurun
waktu sejak tahun 1963 hingga sekarang dimana jajaran pemasyarakatan
tidak dapat memberikan “suatu prestasi”. Munculnya berbagai peristiwa
seperti : perkelahian sesama narapidana; usaha pelarian narapidana dan di
jadikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat mengendalikan peredaran
narkoba, dan over capacity.
Semua ini merupakan indikasi terdapatnya hambatan di lembaga
pemasyarakatan. Mengapa ini terjadi, menurut penulis hal ini dapat
disebabkan pola pikir petugas lembaga pemasyarakatan yang belum
memahami sistem pemasyarakatan, serta keterbatasan sarana-sarana yang
tersedia di Lembaga Pemasyarakatan.
Minimnya gaji menurut sebagian besar petugas menunjukan adanya sikap
profesionalitas pada diri petugas. Dengan sikap petugas demikian, hal ini
perlu didukung dengan penghargaan yang memadai. Penghargaan dengan
bentuk gaji yang mencukupi, adalah cara mencegah penyuapan dari
narapidana kepada petugas. Dalam hal ini gaji yang rendah sangat
memungkinkan petugas tidak disiplin terhadap narapidana. Minimnya gaji
dapat mengakibatkan petugas itu diperintah oleh narapidana agar diberikan
fasilitas serta bebasnya narapidana membawa segala perlengkapan pribadi.
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Dalam pada itu pula, tidak heran bila petugas dengan alasan “gaji yang tidak
mencukupi “menetapkan pungutan” tertentu kepada keluarga yang
mengunjungi narapidana. Bila hal ini terjadi maka tidak perlu heran segala
macam barang-barang terlarang, seperti alat komunikasi, obat-obat terlarang
dapat masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kaburnya narapidana dari
Lembaga Pemasyarakatan menjadi bukti petugas tidak lagi mementingkan
tanggungjawabnya.
Terpenuhinya gaji yang cukup dan sarana, merupakan bukti bagi narapidana
bahwa mereka memang benar-benar untuk dibina. Adalah sulit bagi petugas
untuk mengatakan kepada narapidana bahwa falsafah pemasyarakatan tidak
memandang  narapidana orang  hukuman, tapi sebagai warga masyarakat
yang tersesat dan perlu diayomi. Namun kenyataanya yang dilihat
narapidana, mereka tidak punya kasur di setiap kamar, makanan dan air
yang  kadangkala tidak cukup, fasilitas penerangan dan  kebersihan yang
terbatas dan tidak adanya fasilitas untuk pendidikan. Jadi apa yang
didengung-dengungkan petugas tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena
itu ada stagnasi antara falsafah pemasyarakatan dengan sarana sehingga
petugas dianggp “berkhotbah”.
Keberhasilan pemasyarakatan narapidana tidak bisa terlepas  dari sarana
yang tersedia. Dalam hal ini sarana yang dimaksud pun harus mengacu
kepada The Standar Minimum Rules For The Treatmen Of Prisoner, 31 Juli
1957. Apakah itu kamar tidur, ataupun kamar yang berventilasi, air serta
lampu penerang kamar, makanan yang bersih dan sehat, sarana kesehatan
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seperti rumah sakit, fasilitas   olahraga. Semua itu bertujuan untuk
mendukung jalannya pembinaan. Oleh karena itu ketersedian sarana ini
menjadi salah satu ukuran pemasyarakatan berhasil.
B. Saran
1) Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah untuk meringankan
prosedural pengajuan asimilasi, mencarikan alternatif pelaksanaan asimilasi
dan tempat untuk menampung narapidan yang berasimilasi.
2) Harus ada yang sinergi yang strategis antara pihak Lembaga
Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, masyarakat dan Pemerintah agar dapat
menghilangkan kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan asimilasi
bagi narapidana.
3) Harus ada keluwesan  ruang gerak Lembaga Pemasyarakatan Terbuka
Jakarta dalam upaya pemenuhan kebutuhan lembaga sendiri karena hanya
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta sendiri yang mengetahui dan
mengerti kebutuhan mereka.
4) Menambah anggaran pembinaan terutama untuk asimilasi, mengadakan
bentuk-bentuk kegiatan asimilasi yang baru dan meningkatkan kerjasama
dengan lembaga-lembaga sosial, dinas-dinas pemerintahan, perusahaan-
perusahaan, serta pihak ketiga lainnya untuk turut aktif dalam pembinaan
narapidana khususnya tahap asimilasi.
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